TIEM HUKUM CECEP-ASEP ASL

I

UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

Jakarta, 20 Mei 2025

Perihal : Keteranga Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 324/PHP.BUP-
XXi11/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil, yang dimohonkan oleh
nama Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan lip Miptahul Paoz

nomor Urut 3

_ . DITERIMA DARI : . Prhak. Teclenst...
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi B
Jakarta Pusat Hari fenrn
Tanggal: Y Mo 2w
Jam - i5.0 i
Dengan hormat, g B e

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP
Alamat : KP. Paseh, RT. 004, RW. 002, Kel. Jayamukti,
Kec. Panca tengah, Kab. Tasikmalaya,

Provinsi Jawa Barat

Email : cecepnurulyakinn@gmail.com
2. Nama : Asep Sopari Al-Ayubi, S.P
Alamat : Kertamukti, RT. 003, RW. 001, Kel. Kertamukti,

Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
Email : asepsoparialayuby@gmail.com
Keduanya adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun
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2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 (Bukti PT-1) dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tertanggal 24 April 2025 (Bukti PT-2),

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2025, dalam hal ini memberi kuasa

kepada:

1. Gatot Rusbal, S.H., M.H. NIA. 012-04458

2. Fendy Ariyanto,, S.H., M.H. NIA. 21.10183

3. Dalili, S.H., M.H. NIA. 20.01810

4. Umar Banyal, S.H. NIA. 012-07255

5. Poni Dwi Setiadi, S.H. NIA. 2322.37.2023
6. Akbar Budi Setiawan. S.H NIA. 012-07263

7. Candra Salim Balyanan, S.H. NIA. 012-08135

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Tim
Hukum CECEP ASEP untuk Tasik Maju Tasik Era Baru yang beralamat di Gedung
Arva Lt.2, JI. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350,
email: tiemhukumcecepasep@gmail.com, Tlp. 021-3905967/ 082 2111 10689, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor
324/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon HJ. Al DIANTANI ADE
SEGUIANTO, S.H., M.KN. dan H. lIP MIFTAHUL PAOZ Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 sebagaimana tercatat dalam
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Eletrik (e-AP3) Nomor 324/PHPU.BUP-
XXI11/2025 tanggal 28 April 2025 (Bukti PT-3) dan telah tercatat dalam Akta Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-ARPK) Nomor 324/PAN.MK/e-ARPK/05/2025 tanggal
7 Mei 2025 (Bukti PT-4), sebagai berikut :

Gedung Arva Lt.3
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I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang

diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan

mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan
perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan

calon terpilin”.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan :
“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU
Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP
Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan”.

Gedung Arva Lt.3
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3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 “Objek dalam perkara
perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi

penetapan calon terpilih”.

4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan
suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan
pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3)
UuU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
memuat :

a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat
elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih
berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai
kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan sebagai objek perselisihan;

2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan
mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada
Mahkamah;

3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya
diikuti oleh satu pasangan calon;
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4. alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain
permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut
Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain
permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon”.

5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak
berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas

Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “Peserta
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
dapat ~mengajukan permohonan  pembatalan penetapan  hasil
penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Gedung Arva Lt.3
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b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus
ribu)) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima
ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000
(satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara
dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
adalah 1.973.411 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2)
huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan
Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun
2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal
24 April 2025, Pukul 02.19 WIB harus terdapat selisih perolehan suara
paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah

hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Gedung Arva Lt.3
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3. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35
Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal
24 April 2025, pukul 02.19 WIB, (Bukti PT-5) perolehan suara masing-

masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon:

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1 | Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Sl dan 152.557 suara
DEDE MUKSIT ALY, Z.A.

2 |H. CECEP NURUL YAKIN dan H. 465.150 suara
ASEP SOPARI AL-AYUBI

3 | Hj. Al DIANTANI ADE SEGUIANTO, 269.075 suara
S.H., M.Kn. dan H. IIP MIPTAHUL
PAOZ
Total Suara Sah 886.782 suara

1) Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1
diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan
Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan
sejumlah 465.150 - 269.075 = 196.075 suara atau setara dengan
22,11% dari total suara sah 886.782 suara.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 ambang
batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan
permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan
Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara
sejumlah 22,11% x 886.782 total suara sah adalah 4.433 suara.

Gedung Arva Lt.3
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3) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan
Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar
196.075 suara atau 22,11%, jelas telah melebihi ambang batas selisih
4.433 suara atau 0,5% dari total suara sah 886.782 suara.
Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan
Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan
Perolehan Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh

Termohon adalah 196.075 suara atau diatas 0,5% (dua persen).

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 PMK 3/2024 “Objek dalam perkara
perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi
penetapan calon terpilih”.

5. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK

3/2024 :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain

memuat :

a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat
elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih
berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :

6. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai
kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan sebagai objek perselisihan;

7. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan
mengenai tenggang wakiu pengajuan Permohonan kepada
Mahkamah;

Gedung Arva Lt.3
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8. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya
diikuti oleh satu pasangan calon;

9. alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain
permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut
Pemohon;

10.hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain
permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan
menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon”.

6. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan
suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan
pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak
berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3)
UuU 10/2016).

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan
suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan
dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XV1/2018 tanggal
7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati

Gedung Anva Lt3
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Gedung Arva Lt.3

dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108
menyebutkan :

‘bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk
memperluas  kewenangannya sendiri sehingga melampaui
kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU
10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil
pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a
contrario,  tidak  mungkin  bagi Mahkamah  memperluas
kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan
berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih
kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.
Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil
yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan
substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan
mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada
Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali
Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu
akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan
di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan
penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,
dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya
juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya
demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal
dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic
state); |
‘bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158
UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama

halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri
10
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2)

Gedung Arva Lt.3

sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 58/PUU-XI11/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016
sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158
UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah
sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU
10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-
Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan
kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.
Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya
dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang
melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh
Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah
sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana
halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan
keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak,
mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum
sehingga dapat menjadi persoalan serius dalan konteks akuntabilitas
peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan
pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar
akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu
memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada
Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang
lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi

Pemohon dalam permohonan a quo”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal
19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;
11

3i. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia,

Menteng, Jakarta Pusat, 10350

@ 021390-5967 @) info@lirelawfirm.id @ www.lrelawfirm.id

R I R S R S S E  N R  r  Co orl

s



TIEM HUKUM CECEP-ASEP

UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

Gedung Arva Lt.3

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45
menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan
dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin
pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka
pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi
peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil
penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan
kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk
menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat
diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan
suara’.

‘berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015,
bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi
siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan
Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli
2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing)
(vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU
8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon
tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh
Pasal 158 UU 8/2015”.
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3)

Gedung Arva Lt.3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XV1/2018 tanggal
19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45
menyebutkan :

‘bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Ilebih lanjut
mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak
Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal
158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK
5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah
terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakukan Pasal
158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3
April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-
XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16
April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk
menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam
permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang
dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana
pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab,
berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan
yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi
lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk

mengadilinya”.
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4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021

Gedung Arva Lt.3

tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107
menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk
memperluas  kewenangannya  sendiri sehingga melampaui
kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU
10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara persilisihan hasil
pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a
contrario, tidak  mungkin  bagi Mahkamah  memperluas
kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan
berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih
kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.
Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil
yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan
substantif lalu hendak ‘memaksa” Mahkamah melanggar dan
mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada
Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali
Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu
akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan
di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan
penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,
dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya
juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya
demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal
dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic

state);
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Gedung Arva Lt.3

‘bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158
UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama
halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 58/PUU-XI11/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016
sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158
UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah
sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU
10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-
Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan
kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.
Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya
dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang
melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh
Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah
sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana
halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan
keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak,
mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum
sehingga dapat menjadi persoalan serius dalan konteks akuntabilitas
peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan
pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar
akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu
memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada
Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang
lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi

Pemohon dalam permohonan a quo”.
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5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021
tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020;
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka
3 dan angka 4 menyebutkan :

“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-

mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

a. “bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk
memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui
kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3)
UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan
hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain,
secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas
kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang
diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa
mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh
institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak
sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang
dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak
‘memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-
Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk
melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden
buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan
datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara
perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,
sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga
menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya
demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh

Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
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universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional
democratic state);

b. “pbahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal
1568 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016
sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 58/PUU-XI11/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016
sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,
Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal
158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah
sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU
10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-
Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan
kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.
Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang
hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang
melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh
Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah
sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang,
sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu,
Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih
menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk,
di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan
argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-
kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius
dalan konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan
di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair,
yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan
dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak

mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka
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boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-
tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam

permohonan a quo”.

“pahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal
158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4
April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-
XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal
22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal
15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi
keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang
memenuhi  kondisi tertentu sebagaimana  pertimbangan
Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu,
Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan
ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9
Agustus 2018]".

8. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada I[ll romawi
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON tidak mempersoalkan perselisihan
hasil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU
10/2016 dan PKM 3/2024 Pasal 2, maka dengan jelas dan terang
Pemohon telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga berlasan menurut hukum permohonan a quo tidak

dapat di terima (niet on vankelijke verklaard).
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Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 sehingga beralasan menurut
hukum permochonan Pemohon di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

permohonan Pemohon tidak dapat di terima (niet on vankelijke verklaard).

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon salah objek dengan alasan:

1. Bahwa seharusnya objek perkara yang benar dalam permohonan a quo
adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemunqutan Suara

Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil
Pemilihan bertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB”.

2. Bahwa pada halaman 1 Pemohon menyebutkan di bagian Hal
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19

April 2025.

3. Bahwa Pemohon dalam posita pada |l romawi angka 4 menyebutkan

‘permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut Perselisihan Hasil
Pemilihan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
132/PHPU.BUP-XXIIl/2025.
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4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 PMK 3/2024 yakni “Objek dalam perkara
perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi

penetapan calon terpilih”.

Sehingga jelas dan terang telah terjadi perbedaan penyebutan dan
penulisan objek dalam perkara a quo dan tidak saja sampai pada perbedaan
dalam penyebutan dan penulisan tetapi juga soal tanggal objek permohonan
yang diajukan Pemohon berbeda dengan surat Keputusan Termohon yang
seharusnya dijadikan objek permohonan a quo. Oleh karena itu,
permohonan Pemohon jelas dan terang salah objek sehingga beralasan bagi
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan a quo tidak dapat

diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa pada halaman 1 Pemohon menyebutkan di bagian Hal
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19
April 2025. SEDANGKAN Pemohon dalam posita pada Il romawi angka
4 menyebutkan “permohonan pemohon adalah perkara perselisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut
Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi_Nomor : 132/PHPU.BUP-XXI11/2025. SEHINGGA telah

terjadi ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya

mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
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2. Bahwa dalam pokok permohonan a quo Pemohon sama sekali tidak
menguraikan pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pihak
Terkait sehingga mendasari Pemohon pada petitum dictum 2 meminta
kepada Mahkamah Konstitusi untuk “Menyatakan diskualifikasi
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 (atas nama Dr H Iwan
Saputra S.E.,M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (atas nama H Cecep Nurul
Yakin & Asep Sopari Al Ayubi)”. Dengan demikian terjadi

ketidaksesuaian antara posita dengan petitum mengakibatkan

permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

3. Bahwa di dalam petitum dictum 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah
Konstitusi untuk “Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025

Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang perolehan
Pasangan Calon Nomor 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E.,M.Si dan
Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi)”.

SEDANGKAN pada petitum dictum 6 Pemohon meminta kepada
Mahkamah Konstitusi untuk “Menetapkan Pemohon sebagai pemenang
pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak
269.075 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima)”.

PADAHAL saat ini adalah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara
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petitum dictum 3 dan petitum dictum 6 sehingga mengakibatkan

permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa dalam pokok permohonan a quo Pemohon sama sekali tidak
menguraikan perselisihan perolehan suara dan tidak menyebutkan
berapa selisih perolehan suara versi Pemohon dengan selisih perolehan
suara versi Termohon tetapi di petitum dictum 6 Pemohon tanpa rasa
meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “Menetapkan Pemohon
sebagai pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan perolehan suara sah

sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh puluh
lima)”. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan
petitum sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak

jelas dan kabur.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait,
permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh karena
itu beralasan menurut hukum Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan menyatakan

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

ll. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik
mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan
Pokok Permohonan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam

keterangan ini.
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2. Bahwa Pihak Terkait tidak setuju dan menolak seluruh dalil Pemohon yang

dinarasikan seolah-olah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar menguntungkan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan

pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim, menurut Pihak Terkait Putusan Mahkamah

Konstitusi yang amar putusannya :

Dalam Pokok Permohonan

1:
2.

Gedung Arva Lt.3

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;

Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon
Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2024;

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal
6 Desember 2024;

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2024 bertanggal 22 September 2024;

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik
pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang
didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz
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sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2024;

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang
tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati
Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya
Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar
Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan
pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan
menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil
Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada
Mahkamah;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan
amar putusan ini;

10.Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta
jajarannya, khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor
Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara
ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

11.Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.
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Sudah sangat jelas dan tidak terdapat ruang untuk dilakukan tafsir lain selain
wajib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu,
secara faktual menurut pengetahuan Pihak Terkait pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya telah
benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa dalil Pemohon
hanyalah asumsi yang terangkai dengan narasi yang dimaksudkan guna
membuat kabur hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan

menurut hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan materi yang
berkaitan dengan sengketa proses sehingga menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan terlebih dahulu diselesaikan di Bawaslu Kabupaten
Tasikmalaya bukan langsung diadukan kepada Mahkamah Konstitusi sebab
langkah yang ditempuh Pemohon merupakan upaya menabrak ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016 disebutkan “Bawaslu Provinsi
menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja”.

Bahwa sejak awal Pemohon yang tidak membuat laporan atas tuduhan-
tuduhan dugaan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi maka secara tidak langsung
Pemohon mengakui dan membenarkan semua tahapan dan proses yang
telah dilaksanakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Tasikmalaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada
25

Ji. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat, 10350

@ 021390-5967 @ info@irelawfirm.id @ www.irelawfirm.id



TIEM HUKUM CECEP-ASEP
UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

Mahkamah Konstitusi dengan tidak di dukung fakta dan data melainkan
hanya berbasis pada asumsi, khawatirnya hanya akan menjadi penghalang
bagi Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya sudah memiliki Bupati dan
Wakil Bupati yang definitif pasca Pemilihan. Dengan demikian beralasan
menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya

menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dengan demikian beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk
menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat

diterima.

lll. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1s

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten

Gedung Arva Lt.3

Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan
Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Persilisihan
Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB;
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3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Penghitungan Suara Ulang
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Persilisihan Hasil Pemilihan

TIEM HUKUM CECEP-ASEP
UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

yang benar adalah sebagai berikut:

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Sl dan 152.557 suara
DEDE MUKSIT ALY, Z.A.

2. H. CECEP NURUL YAKIN dan H. 465.150 suara
ASEP SOPARI AL-AYUBI

3. Hj. Al DIANTANI ADE SEGUIANTO, 269.075 suara
S.H., M.Kn. dan H. lIP MIPTAHUL PAOZ
Total Suara Sah 886.782 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Gedung Arva Lt.3

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Ahus—

Gatot Rusbal, S.H.,M.H
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- b
Fendy Ariyanto,, S.H., M.H

%
Umar Banyal, S.H Poni Dwi Setiadi, S.H
Akbar Budi Setiawan, S.H Candra Salim Balyanan, S.H
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